BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Unit Layanan
Pengadaan. Pembentukan. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 86 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM.41 Tahun 2012, telah ditetapkan Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berkenaan dengan adanya Peraturan Kepala
LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 15
Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan,
perlu menyempurnakan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di
atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara,;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
| sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon | sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun
2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.
81 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun
2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Perhubungan;
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8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun
2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran
Kementerian Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun
2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun
2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan;

13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
tentang Standar Dokumen Pengadaan;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41
Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, serta ayat (6)
dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) ULP wajib dibentuk pada setiap Kantor Pusat.
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(2)
(3)

(4)

(5)

Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh
Pejabat Eselon | atas nama Menteri.

Untuk Kantor UPT, dapat membentuk ULP dengan
mempertimbangkan sebaran Ilokasi dan beban kerja, yang
pembentukannya oleh Pejabat Eselon | atas nama Menteri.

Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi
volume, besaran dana dan jenis kegiatan, serta
mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas proses pengadaan.

ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),
merupakan unit organisasi non struktural di lingkungan masing-
masing Kantor Pusat maupun UPT, yang bertugas untuk
menangani pengadaan  barang/jasa Pemerintah  secara
terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Ketentuan Pasal 4, ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 4

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menangani
pemilihan calon penyedia barang/jasa di lingkungan Kantor Pusat
yang bersangkutan.

ULP pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa pada UPT yang
bersangkutan, serta dapat menangani UPT/satuan kerja terdekat.

Dalam hal Unit Pelakasana Teknis tidak memiliki Sumber Daya
untuk membentuk ULP atau diangggap tidak efisien untuk
membentuk ULP maka dapat menggunakan ULP yang terdekat
dengan wilayah kerjanya.

Dalam hal ULP sudah terbentuk, PPK menyerahkan paket-paket
pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan proses pemilihan
penyedia barang/jasa kepada ULP.

Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ULP menerima
paket-paket pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).

PPK menyampaikan paket pengadaan barang/jasa kepada ULP
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pengumuman
lelang/seleksi, yang dilengkapi dengan data dukung sekurang-
kurangnya :

a. Kerangka Acuan Kerja/KAK;
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b. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan Gambar (jika ada);
c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
d. Rancangan Kontrak.
(7) Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pokja ULP.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 4a,
yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4a

Bagan Alur penyampaian paket pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 5

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3),
ditempatkan pada :

a. Biro Umum untuk ULP di Sekretariat Jenderal;

b. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk ULP di Inspektorat
Jenderal,

c. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk ULP di Direktorat Jenderal;

Sekretariat Badan untuk ULP di Badan-Badan;

Bagian Umum/Tata Usaha untuk ULP yang dibentuk di UPT.
Ketentuan Pasal 9 ayat (1), huruf n diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9
(1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi :
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan
Barang/Jasa ULP;

c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP
dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau
indikasi penyimpangan;
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